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Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor-
faktor penyebab belum menguatnya sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan perkara pokok tindak pidana korupsi, 
ditinjau dari aspek sistem hukum. Penelitian ini juga bersifat preskriptif, untuk  
menyusun  bentuk-bentuk penguatan sistem pembuktian terbalik TPPU yang ideal dan 
optimal. Penyusunan ini diharapkan menjadi terobosan hukum dalam rangka 
memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum non doktrinal. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-
undang, pendekatan komparatif,  dan pendekatan kasus. Data penelitian yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan sistem 
dan mekanisme pembuktian terbalik terhadap TPPU masih belum optimal dilakukan 
oleh aparat penegak hukum. Berbagai kendala ditemui dalam bekerjanya sistem 
pembuktian terbalik. Ketidakjelasan pengaturan sistem pembuktian terbalik, 
ketidaktaatan asas serta ketiadaan hukum acara dalam UU TPPU, menyebabkan 
penerapannya belum efektif, bias dan menimbulkan kontradiksi.  Di sisi lain, struktur 
kelembagaan aparat penegak hukum belum berlaku sinergis, khususnya dalam kegiatan 
mengungkap kejahatan asal serta lemahnya penelusuran aset (asset tracing) yang 
berdampak minimnya pengembalian kerugian negara. Praktik peradilan selama ini, 
tidak mengutamakan pidana asalnya, dakwaan pencucian uang lepas dari tindak pidana 
asalnya. Penelusuran aset juga belum memaksimalkan pengumpulan alat bukti terkait 
dengan tindak pidana asal. Faktor budaya hukum juga belum mendukung bekerjanya 
sistem penegakan hukum, disebabkan masih rendahnya kesadaran dan kejujuran 
masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Terkait dengan berbagai kendala yang 
ditemui, disampaikan rekomendasi, antara lain; perlu dirumuskan pendekatan in rem 
dan illicit enrichment dalam UU TPPU dan UU PTK. Hal ini sangat bermanfaat dalam 
proses pembuktian terbalik. Harus ada hukum acara yang mengatur tentang prosedur, 
mekanisme serta konsekuensi hukum penerapan sistem pembuktian terbalik, baik bagi 
terdakwa maupun penuntut umum. Pada aspek kelembagaan penegakan hukum, harus 
diberdayakan fungsi asset tracing dengan daya dukung audit investigatif. Keberadaan 
standar baku yang jelas dalam fungsi koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh 
KPK dalam membentuk keseragaman pemberantasan TPPU dan korupsi juga mutlak 
ada. Dalam hal penguatan budaya hukum terhadap aparat penegak hukum dilakukan 
dengan menerapkan fungsi reward dan punishment. Adapun untuk masyarakat luas 
dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi yang kontinyu dan berdayaguna dengan 
melibatkan semua elemen yang terkait. 
 
Kata kunci : penguatan sistem, pembuktian terbalik, tindak pidana pencucian uang, 
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This dissertation research aims to determine, assess and analyze the factors that cause 
the strengthening of the system has not been reversed evidence in combating money 
laundering (AML) with the subject matter of corruption, from the aspect of the legal 
system. The study also prescriptive, to prepare forms of proof AML systems 
strengthening ideal and optimal. This arrangement is expected to be groundbreaking 
law in order to maximize returns on the country's financial losses. This study is a non-
doctrinal law. The research approach is the approach of legislation, a comparative 
approach, and the approach to the case. The research data used are primary data and 
secondary data. The results showed the system and mechanism of proof against money 
laundering is still not optimally carried out by law enforcement officials. Problems 
were encountered in the operation of the system of proof. The vagueness of proof 
system settings, disobedience and lack of principles of procedural law in AML Law, 
causing the application has not been effective, bias and lead to contradictions. On the 
other hand, the institutional structure of law enforcement officers do not apply 
synergistic, particularly in activities exposing the evil of origin as well as weak asset 
tracking (asset tracing) that impact the lack of indemnification of the country. Judicial 
practice so far, do not give priority to the criminal origin, the charges of money 
laundering separated from the underlying predicate offenses. Asset tracking is also not 
maximize the collection of evidence related to the predicate offense. Factors legal 
culture also does not yet support the operation of the law enforcement system, due to 
the low awareness and honesty of society, including law enforcement officers. Related 
to the constraints encountered, submitted recommendations, among others; approach 
needs to be formulated in rem and illicit enrichment in the AML Law and the Law 
PTK. This is very helpful in the process of proof. There should be a procedural law 
governing the procedures, mechanisms and legal consequences of the application of 
inverted authentication system, both for the defendant and the public prosecutor. On the 
institutional aspects of law enforcement, asset tracing function should be empowered 
with the carrying capacity of an investigative audit. The existence of clear standards in 
the coordination and supervision functions carried out by the Commission in 
establishing uniformity of combating money laundering and corruption is also 
absolutely no. In terms of strengthening the legal culture against law enforcement 
officers carried out by applying the function of reward and punishment. As for the 
wider community socialization and education efforts are continuous and efficient by 
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